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PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/MS.Str

N VO - TP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili

perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawabh ini antara:

XXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat

cawan034@gmail.com, sebagai Penggugat.
melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat.
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;
Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya
tertanggal 4 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah
Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 279/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 5
Oktober 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

tanggal 12 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya
bertempat  tinggal bersama semula di Kampung XXXXXX selama 4 tahun
kemudian terakhir bertempat tinggal di Kampung XXXXXX selama kurang lebih 3
tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak awal 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 7 Februari 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
karena:
1.Tergugat dan penggugat tidak memiliki keturunan(anak);
2.Tergugat selalu meminta untuk menikah lagi (poligami);

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
tanggal 7 Februari 2021 hingga sekarang lebih kurang 8 bulan, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah
tersebut saat ini tergugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX Kabupaten
Aceh Tengah dan penggugat bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan
XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena
sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami
terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
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- 10.Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan

aparatur kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah
sebanyak 2 kali namun tidak dapat membuat rumah tangga antara penggugat dan
tergugat rukun kembali;

11.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran  secara terus menerus Yyang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12.Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih
3(dua) juta perbulan, maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar tergugat
dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah 3.000..0000 (tiga

juta rupiah) yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang
Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutus sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ‘iddah sebesar 3.000.000 (tiga juta
rupiah) selama Penggugat menjalani masa ‘iddah;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah
Syar’iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat
yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara

inperson di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tanpa
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uatu alasan apapun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya

di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar
dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak
berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok

gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-

bukti di persidangan, sebagai berikut:
I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20
September 2021, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan
aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal
12 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan
telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di
Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini
sebagai Ibu Kandung Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam

kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak
tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung XXXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung tersebut selama 3 (empat)

tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di dalam satu kediaman;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sering terlibat
perselisihan dan percekcokan;

- Bahwa perselisihan dan percekcokan tersebut karena antara Penggugat dan

Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah
orang tuanya;

- Bahwa Penggugat masih tinggal di kediaman awal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7
(tujuh) bulan lalu;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani dengan menggarap kebun
sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan

dan oleh aparatur desa, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, alamat di
Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini
memberikan kesaksian sebagai Abang Ipar Penggugat, setelah bersumpah dengan
tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak
tahun 2013;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat terakir tinggal di Kampung XXXXXX,

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kediaman saksi untuk

musyawarah di Timang Gajah, namun ketika itu tidak berhasil;

- Bahwa permasalahan yang diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah
karena tidak memiliki keturunan, sehingga sering terjadi perselisihan dan

percekcokan;

- Bahwa Tergugat pernah dinasehati oleh saksi untuk berdamai lagi pada bulan
Maret 2021, namun Tergugat keberatan untuk bersama kembali dengan
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang
7 (bulan);

- Bahwa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Tergugat bekerja di ladang

sendiri sebagai petani;

Bahwa kemudian Penggugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada

saksi-saksi yang dihadirkan, namun Penggugat tidak memberikan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di
persidangan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap
dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita

Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,
yaitu sebagai Mahkamah Syariyah yang memiliki kewenangan absolut untuk

menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas
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~ Keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah
jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan
Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara yang termasuk
dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam
berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, maka sesuai maksud Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018
tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syariyah Simpang Tiga
Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh
karena itu Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang
mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk
memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir
dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi
dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relaas 8 Oktober 2021 dan 15
Oktober 2021. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara in
person di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun
telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau
kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat

memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap

Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah
pada tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuktikan dengan bukti P-2, yang dinilai Majelis
Hakim merupakan akta autentik (bukti a quo telah diberikan meterai dan di-nazegelen
serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5
Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg)
sebagai bukti (conditio sine qua non), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301
ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat
merupakan pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) atau memiliki legal

standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang
dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal
82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam
setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan
percekcokan. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang
menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2021,
dan berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga
sebagaimana diutarakan selengkapnya pada bagian duduk perkara, yang
pembuktiannya dipertimbangkan di bawabh ini;
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Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang

sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “Antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk
membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama vyaitu XXXXXX merupakan Ibu Kandung
Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi
Penggugat kedua adalah XXXXXX merupakan Abang Ipar Penggugat. Keterangan
para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud
Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil

kesaksiaan para saksi dapat diterima;

- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang
keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat
telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang lain. Demikian pula, baik
saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Maret 2021 yang jika dihitung
hampir mencapai 7 (tujuh) bulan. Keterangan para saksi yang diperiksa secara
terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil
gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan
Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi
syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan
pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi

kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua)

orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah

memiliki nilai yang kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas,
patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat,
sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
wanita, ikatan yang sangat kuat (mitsagan ghalidzan) guna mewujudkan rumah tangga
sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan
keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang
antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan

lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah
sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam
rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian
dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu
tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat
dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan
adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam
rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat
dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut

(perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi
Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai

anak;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang

menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (broken marriage);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga

dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah

menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang
menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah

tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang
terkandung dalam;

1. Al Quran;
Q.S. Ar-Rum ayat 21.:
Gld A ) daa 583 5a oS daan s Lol | siSl Ll g ) oSl (e oS3 B8 O 43) (e g
O S o g8l Y
Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

2. Kaidah Fikih
Kaidah fikih yang tercantum dalam kitab al- Asybah wa al- Nazhair, halaman 62
yang berbunyi :
lad) cila e adie auliall 1,0

3. Pendapat Ulama
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Fugaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab Igna Juz I

halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :
dlls oalill adle 3l Lga 5 31 Aa 5l e ane 101 1

Artinya “Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan
tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan

hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya,
maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak bain shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh oleh
Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari bain shugra adalah suami dan isteri tidak
bisa bersama lagi di dalam masa ‘iddah kecuali jika dengan akad nikah baru, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali kecuali apabila ada ketentuan lain (muhallil);

Menimbang, seorang perempuan yang dijatuhkan talak satu bain shugra akan
menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami
istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap
hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu perempuan istri menunggu dan tidak
boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali
suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini
para ahli figh sebagaimana diikuti oleh Majelis Hakim sepakat bahwa perempuan yang

ditalak bain shugra masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;
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Menimbang, bahwa Penggugat selama menjalani masa ‘fiddah baik karena talak

atau wafat membutuhan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana
yang mampu melindungi Penggugat dan anaknya dari keadaan yang tidak aman,
sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di
persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga
bekas suami harus memberikan nafkah ‘iddah, maskan dan kiswah kepada mantan
isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena talak sebagaimana
ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab
Syargawi Ala AlTahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

adihli g Lo = g 31 Guals s CalS o Siaall 4385
Artinya : “Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani
iddah talak karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas

suami’;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah ‘iddah tersebut, Majelis
Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 608 K/AG/2003
tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang
menyatakan nafkah, maskan dan kiswah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum
berdasarkan kepatutan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus
memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Tergugat untuk
memenuhinya;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat kediaman di rumah orang
tuanya, sehingga untuk pemenuhan hak maskan dianggap telah tercapai, namun untuk
memenuhi hak lainnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan
nafkah 7ddah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) yang dibayar untuk 3 (tiga)

bulan mantan isteri menjalankkan masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah Dbercerai

sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas
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aka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka Majelis

Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang

menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXX);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga

juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa ‘iddah;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’'ul Awal 1443 Hijriyah oleh Taufik Rahayu
Syam, S.H.l., M.S.Il. sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro
Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada
hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.l. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Zahrul Bawady, Lc. Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Lisa Astarina, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00-
2. Proses :Rp 70.000,00-
3. Panggilan/PBT : Rp400.000,00-
4. PNBP : Rp 20.000,00-
5. Redaksi : Rp 10.000,00-
6. Meterai : Rp 10.000,00-
Jumlah : Rp540.000,00- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
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